
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WIT-A,YAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUT-AUAN SANGIHE TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing,

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas

pelayanan publik yang prima, perlu melakukan

pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja

di instansi pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

a

l(O M, t,

SALINAN



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2O2l tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Sebagaimana

telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tahun 2O24 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2O21 tentang Pembangunan

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah [Berita Negara 2O24 Nomor 444);



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2025-2024 (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor441);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442J;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum NomorBTahun2OL9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O19 Nomor 320J sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2O23 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat fenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Ienderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);



9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3L4/OR'f .O7-

Kpt /OI/KPU/V/ZOZL tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPUI-AUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MET-AYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

adalah :

t. Pengarah, bertugas:

a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani;

b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja
di masing-masing Tim;

c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona

lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai

dengan sasaran Reformasr Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat
memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta
memberikan dampak pada masyarakat;

d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah



Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani secara berkala, dan memberikan arahan
agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan
konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan
berkelanjutan;

e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Sangihe secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani;

b, Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani.

3. Anggota, bertugas:

a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;

b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses

melalui berbagai media;

c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat
terhadap pelayanan, dan hasil dari surwey dapat
diakses secara terbuka;

d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertangung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA



KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tahuna

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUI.AUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

i dengan aslinya
i Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe

n Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

GRANTS



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUIU W]LAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN
zo25

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

NO NAMA IABATAN
KEDUDUKAN DALI\M

TIM
t1) (2) t3l t4)

7 ABSAN R TAHENDUNG Ketua KPU
Pengarah merangkap

Ketua

2 DELLASS MARASUT Anggota Pengarah merangkap
Anggota

3 IHSAN F. PANAWAT Anggota Pengarah merangkap
Anggota

4 JAPRI LINTUHASENG Anggota Pengarah merangkap
Anggota

5 Anggota Pengarah merangkap
Anggota

6 Ketua

ADOLF KATIANDAGHO Wakil Ketua

B STANLEY B. LEGRANTS
KASUBBAG TEKNIS
PENYELENGGARA

PEMILU DAN HUKUM
Sekretaris

9 ADEN LADI

KASUBBAG
PERENCANAAN, DATA

DAN INFORMASI

Koordinator Agen
Perubahan pada Sub
Bagian Perencanaan,

Data & Informasi

10 MERRY MALENDES

KASUBBAG SDM DAN
PARMAS

L7 STANLEY B. LEGRANTS

KASUBBAG TEKNIS
PENYELENGGARA

PEMILU DAN HUKUM

Koordinator Agen
Perubahan pada Sub

Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu

dan Hukum

t2 NELDA KALANGIT

KASUBBAG KEUANGAN,
UMUM, DAN LOGISTIK

Koordinator Agen
Perubahan pada Sub

Bagian Keuangan, Umum
& Logistik

RAHMAT GAIB

JELLY KANTU PIL Sekretaris KPU

7
Pelaksana Fungsional

Umum

Koordinator Agen
Perubahan pada Sub

Bagian Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

dan SDM



13 NELDA KALANGIT
Kasubbag Keuangan,

Umum & Logistik
Koordinator merangkap

Asessor

1.4 FAUSIAH, A.Md
Pelaksana Fungsional

Umum Anggota

15 FERNANDES POKARILA
Pelaksana Fungsional

Umum Anggota

16 INRIYANI KUSEN

Pengadministrasi
Perkantoran Anggota

17 OKTAVIANUS PANDAI
Pengadministrasi

Perkantoran Anggota

18 IRVAN TATENGKENG
Operator Layanan

Operasional Anggota

t9 ANDRU G. KAHULUBI
Penata Kelola Pemilu

Ahli Pertama

20 MARCELAND KARUNDENG
Penata Kelola Sistem

& Teknologi Informasi Anggota

2t ERIC TIMOTHY ROMPIS
Penata Kelola Sistem &

Telmologi Informasi Anggota

22 STANLEY B. LEGRANTS
Kasubbag Teknis

Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Koordinator merangkap
Asessor

JONATHAN A. MAMUAYA
Ahli Pertama Pranata

Komputer Anggota

24 EIDO YONATAN PONTORORING
Penata Kelola Sistem &

Teknologi Informasi Anggota

2S FALKO JEREMIA SANGIAN
Penyusun Materi

Hukun & PU Anggota

26 VEREN E, J. PAAT Anggota

27 MERRY MALENDES
Kasubbag Partisipasi

dan Hubungan
Masyarakat dan SDM

Koordinator merangkap
Asessor

28 JONI BUDIMAN
Pelaksana Fungsional

Umum Anggota

29 AUDREY KENZY JUNIOR RAWIS
Penata Kelola Pemilu

Ahli Pertama Anggota

30 ANGELICA FLORENTIA RORING
Penata Kelola Pemilu

Ahli Pertama Anggota

31 ADEN I^ADI
Kasubbag

Perencanaan, Data &
Informasi

Koordinator merangkap
Asessor

Anggota

23

Penjrusun Materi
Hukun & PU



32 FERDY MASUNENENG
Pelaksana

Fungsional Umum Anggota

33 RAHMAT H. MUHADJIR
Pelaksana Fungsional

Umum Anggota

34 SITTY HARDIYANTI KOROMPOT
Penata Kelola Pemilu

Ahli Pertama Anggota

35 EFRAIM C. R. PANGALA
Penata Kelola Sistem

& Teknologi Informasi anggota

Ditetapkan di: Tahuna

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ABSAN R. TAHENDUNG
i dengan aslinya

isi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

. LEGRANTS

ttd


